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BUPATI LUWU UTARA 
PROVINSI SULAWESI SELATAN 

 
PERATURAN BUPATI LUWU UTARA 

NOMOR 16 TAHUN 2018 
 

TENTANG 

 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU UTARA 

 NOMOR 88 TAHUN 2016 TENTANG KEBIJAKAN  
AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI LUWU UTARA, 
 

Menimbang :  a. bahwa dalam rangka pengaturan secara spesifik 
terkait metode pencatatan dan penilaian persediaan 

dalam kebijakan akuntansi pada Pemerintah 
Kabupaten Luwu Utara berdasarkan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang 

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis 
Akrual Pada Pemerintah Daerah, maka Peraturan 

Bupati Luwu Utara Nomor 88 Tahun 2016 tentang 
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah perlu ditinjau 

kembali; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud  pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati 
Luwu Utara Nomor 88 Tahun 2016 tentang Kebijakan 

Akuntansi Pemerintah Daerah; 

Mengingat  :  1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu 
Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3826); 

2. Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  1999  tentang 

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari 
Korupsi, Kolusi   Dan   Nepotisme   (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3851); 

3. Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2003  tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 47, Tambahan  Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang   Nomor   1   Tahun   2004   tentang 
Perbendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
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Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2004  tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004  tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan 
Pemerintahan Daerah  (Lembaran  Negara  

Republik Indonesia  Tahun  2004  Nomor 126,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 
Dana Perimbangan   (Lembaran   Negara   Republik 

Indonesia  Tahun  2005  Nomor 137,  Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4576); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah  (Lembaran  Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 

Nomor  25,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik 
Indonesia Nomor 4614); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia 4738); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang 

Sistem Pengendalian  Intern  Pemerintah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4890); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia   Tahun   2010   Nomor   123, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5165); 
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14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  
Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, 

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 

310); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 

2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi 
Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 

Nomor 1425); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 

Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok  Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu 

Utara Tahun 2005  Nomor 5) sebagaimana diubah 
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara 
Nomor 5 Tahun  2017 tentang Perubahan atas 

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 
Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu 
Utara Tahun 2017  Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 354); 

17. Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2016 tentang 
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita 

Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 
88); 

 
MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 88 TAHUN 

2016 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH 
DAERAH. 

 
Pasal I 

 
Ketentuan dalam Lampiran II Huruf D Peraturan Bupati 
Luwu Utara Nomor 88 Tahun 2016 tentang Kebijakan 

Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten 
Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 88) diubah, sehingga 

berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan 

Bupati ini. 
 

 

Pasal  II 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu 

Utara. 

      
Ditetapkan di  Masamba 

pada tanggal 5 Maret 2018   

BUPATI LUWU UTARA, 

 
               ttd 

 
INDAH PUTRI INDRIANI  

                    

Diundangkan di Masamba 
pada tanggal  5 Maret 2018 

SEKRETARIS DAERAH, 
 

            ttd 
 
ABDUL MAHFUD 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 

2018 NOMOR 16  


